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ABTRAKSI

FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN
SERTIFIKASI TANAH DI DAERAH DELI SERDANG

OLEH
HELLENA
NPM : 08 840 0041
BIDANG H{UKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini edalash tentang kebecradaan Badan Peanahan
Nasional dalam hal pelaksanaan senifilesi pedanahan di daerah Kabupaten Deli
Serdang.

Permasalaban yang diajulen dalam penelitian ini edalah: bagaimana peranan
Badan Perwanahan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pelaksanaan
penseritifkatan hak atas tanzh, bagaimana kendala bagi masyarakat dalam
mensentifikatkan tanzhnya, seita bagaimana AKibat hukum dari tidak dilakukannya
pepsertifikatap tanah.

Dalam penyempumaan penelitian penulis melakukan penelitian sccara
langsung, baik itu dilakukan dengan pengamatan secara langsung maupun
wawancara tentang pelaksanaan tugas BPN dsalam se:tifikasi tanah di Kabupaten
Deli Serdang.

Setelah dilakukan analisis dar evaluasi maka diketahui pcanan Badan
Peanahan Kabupaten Deli Serdaog dalam rangka pelaksanaan penseritifkatan hak
atas lanah adalah merupakan aparatur eegara di bidang peanahan khususnya dalam
meanatsusahakzn dan mengedmiaistrasikan pertanahan sehingga dengan demiloan hak-
hak masyarakat akan dapat terlindungi di bidang pertanaban ini. Kendala bagi
masyaral#n dalam mensenifikatkan wanahnya terusema perihal adenya sebagian
masyaraka? yang enggan untuk melalukan pensertifikatan atas baknya pada sebidang
tanah. Keenggenan tersebut pada dasarnya di latar belakangi oleh ketidak tahuan
masyarakat tentang berapa besar biaya yang harus disediakanpya serta syarat-syarat
apa saja yang harus dilengkapinya apabila ia ingin mendaptarken tanallnya. Akibat
hulum dari tidak dilekukannya pensertifikatan tanah. Alah tidak tercapainya tujuan
untuk mencipwakan kepastian bukum atas hak-hak seseorang atau suatu badan hukum
pada sebidang (anah, tidak memberikan batasan yang jelas atas batas-batas sebidang
tanah serta tidak meaaikkan nilai tanak juga memdenkan imbal balik kepada
pemerintah berupa pelaksanaan teitib edministrasi di bidang pertanzhan yang kurang
baik.
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BABI

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia
hidup sertz melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu
berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semus kegiatan hidup manusia
baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pun pada saat
manusia menringgal dunia masih memeriukan %ansh untuk penguburennya Begitu
penfingpya tensh bagi kehidupan manusia, maka setiap nrang akan selalu Berusaha
memiliki dan meqguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan
suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya
perjaajiaa aatara dua pihak atau lebih yang salah satu pibak melakukan wanprestasi.

Adanya peningkatan kebutuhan tanah bagi manusia untuk melakukan
kebutuhan yang szngal beragam tersebut, maka diperlukan upaya.upaya untuk
mepgeplimalkan penggunaan aseu pernaniastan tanah sesuai dengan kemampuannya
serta memgerhatikan lingkungan. Untuk itu perlu diperlukan suatu perencanasn
penatagunaan tanah, pengaturan penggunaan tanah, pengususan hak ~-hak atas tanah,
penyediaan dase-data atau peta-peta pecadafran tanah dengan kegiatan pengukuran

pemetaan dan pendaftaran tanah.’

! Boedi Horsapo, Hukum Agwia Indonesia Sgarah Pemberaukan UUPA, Iti dan
Pelaksarnaaryg, Pencrbit Diambatan, Jalmma, 2007, bat 47.
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Tanah mempunyai peranan yang bessr dalam dinamika pembangunan, maka
didalam Undang-Uaodang Desar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bshwa Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasaj oleh nepara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kectentuan mengenai tanah
juga dapat kita [ihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasas Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kite sebut dengan
UUPA.

Timbulnya scygkets hukum yang bermula dani pengaduan sesuaju pihak
(orang/badan) yang berisi keberatan-keberatsn dan tuntutan hak atas tansh, baik
terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat
memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mercuatnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir
seakan kembali menegaskan kenyataaa bahwa sefama 65 tahun Indonesia merdeka,
aegara masth behun bisa memberikan jaminaa hak ates mnsh kepada iakyatnya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Uadang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) baru sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tanah 'yang awalnya
bersifat komunal beckerabang menjadi kepemilikan individual.

Selama lebih dari 50 tahun peleksanaan UUPA pendaftaran tanab telab
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintash Nomor 10 tahun 1961 (LN Tahun
1961 Nomor 28,TLN Nomor 2171 ) yang kemudian diganti dengaa Pevaturan
Pemerintsh No 23 tahun 1997 tentang Pendaftacan Tanah (selanjutnya disebut PP No

24 Tabun 1997).
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